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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 139 TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 184 TAHUN 2019 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu mengatur 

ketentuan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi 

bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;  

  b. bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Probolinggo;  

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 184 TAHUN 2019 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA 

PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 184 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 184), diubah 

sebagai berikut :  

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 setelah angka 8 ditambahkan 1 (satu) angka yakni 

angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. 

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Probolinggo. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Probolinggo. 

7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, adalah Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam 

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

9. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RSUD 

merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.  

 

2. Di antara BAB IV Pasal 14 dan BAB V Pasal 17 disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 

(satu) Pasal yakni BAB IVA dan Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

BAB IVA 

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS 

Pasal 14A 

(1) Selain UPT pada Dinas terdapat RSUD sebagai unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpin oleh direktur. 

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang 

milik Daerah serta bidang kepegawaian. 

(3) Otonomi dalam pengeolaan keuangan dan barang milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertangggung jawaban keuangan serta penggunaan dan 

penatausahaan barang milik Daerah. 

(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna 

barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), direktur memiliki tugas dan kewenangan : 
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a. menyusun rencana kerja dan anggaran; 

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 

c. menandatangani surat perintah membayar; 

d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang 

dipimpinnya; 

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat 

penatausahaan keuangan; dan 

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan Daerah. 

(6) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan 

kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola 

keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku juga 

bagi RSUD yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan 

layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran. 

(8) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(9) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertanggung jawab atas 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD yang dipimpinnya. 

(10) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(11) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (10) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan 

Pemerintah Daerah. 

(12) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (11) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(13) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan melalui ketentuan : 

a. direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan 

pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
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c. direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan 

pegawai di lingkungan rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(14) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan 

keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian 

bertanggung jawab kepada kepala dinas. 

(15) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan 

melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan 

barang milik daerah serta bidang kepegawaian. 

(16) Pembentukan RSUD sebagai Unit Organisasi Khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri. 

(17) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada 

pada RSUD tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya 

sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan 

Walikota tentang Pembentukan RSUD. 

 

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku 

efektif mulai tanggal 2 Januari 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 10 November 2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 10 November 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 139 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 
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SALINAN LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 139 TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA NOMOR 184 TAHUN 2019 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
KOTA PROBOLINGGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SUBBAGIAN 

PROGRAM

SUBBAGIAN 

KEUANGAN

BIDANG

KESEHATAN 

MASYARAKAT

BIDANG

PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN 

PENYAKIT

BIDANG

PELAYANAN 

KESEHATAN

BIDANG

SUMBER DAYA 

KESEHATAN

SEKSI

KESEHATAN 

KELUARGA DAN GIZI

SEKSI 

KESEHATAN 

LINGKUNGAN, 

KESEHATAN KERJA 

DAN OLAHRAGA

SEKSI 

PROMOSI 

KESEHATAN DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

SEKSI 

SURVEILANS DAN 

IMUNISASI

SEKSI 

PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN 

PENYAKIT MENULAR

SEKSI 

PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN 

PENYAKIT TIDAK 

MENULAR DAN 

KESEHATAN JIWA

SEKSI 

PELAYANAN 

KESEHATAN PRIMER

SEKSI 

PELAYANAN 

KESEHATAN

RUJUKAN

SEKSI 

PELAYANAN 

KESEHATAN 

TRADISIONAL

SEKSI 

KEFARMASIAN

SEKSI 

ALAT KESEHATAN 

DAN PERBEKALAN 

KESEHATAN RUMAH 

TANGGA

SEKSI

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN, 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA

UNIT PELAKSANA 

TEKNIS

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA

SEKSI 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 

PENYULUHAN DAN 

PENGGERAKAN

SEKSI 

KELUARGA 

BERENCANA DAN 

KESEHATAN 

REPRODUKSI

SEKSI 

KELUARGA 

SEJAHTERA DAN 

PEMBANGUNAN 

KELUARGA

UNIT ORGANISASI 

BERSIFAT 

KHUSUS


